
BUPATILAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR £ TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija
menjadi Undang-Undang Bupati menyampaikan Rancangan
Peraturan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelanggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Menimbang

PertanggungjawabanDaerah tentang

Mengingat



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan
Negara (Lembarnn Negnra Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tntnbnhnn Lembarnn Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tcntang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);



15 «̂ » uran IVnvrin'iih .Homor * H Tahun 2COS loamIWulanaan Prn/hdikan (L/rmbaran Negara Rrcrjb.' kIndonrsm Tahun 2006 Nomor 91, Tambahan LembaranN’-K>»ra Krpublik Indonesia Nomor 48Mj, lebapumana tdahdiubah dengan Heraturan Pemerintah Nomor 1 % Tahun 2022(Lrmboran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor121 , Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nose-6793);

16. Pcraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 Lentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik fLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomoT 49721
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir rier.gan
Pcraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

17. Pcraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);



23, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembamn
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tcntang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dalam (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85. Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia
Nomor 6S81);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tcntang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tcntang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembamn Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20IS tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201S
Nomor 63);

28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
112);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Kcuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1619);



34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 158);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

38. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

39. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pekeijaan Umum dan
Perumahan Rakvat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1006);

40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 204);

41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventerisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara Nomor 118);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1
Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Nomor 125);



44. Pcruturan Daerah Kabupaten Lampung Utoni Nornor
3 Tahun 2023 tcnlnng Perubahan Anggarnn Pcndapatan dan
IJHnnja Doerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Dacrah Kabupaten Lampung Utara Tahun
2023 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAU KABUPATEN LAMPUNG UTARA
dan

BUPATI LAMPUNG UTARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah

berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Neraca
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan
laporan kineija dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah serta Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
Peraturan ini untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
a Pendapatan-LRA
b. Belanja-LRA
c. Surplus/ (defisit)-LRA
d. Pembiayaan

- Penerimaan
- Pengeluaran

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Rp. 1.620.698.140.959,74
Rp. 1.585.612.203.978,40

35.085.936.981,34

Rp. 21.554.484.596,23
28.381.540.708,00
28.258.880.869,57

Rp.
Rp.

Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.110.801.817.294,26

dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
b. Realisasi

Rp. 1.731.499.958.254,00
Rp. 1.620.698.140.959.74

Selisih Lebih / (Kurang) Rp. 110.801.817.294,26

(2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sebesar Rp.139.419.960.680,60
dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 1.725.032.164.659,00
Rp. 1.585.612.203.978.40

139.419.960.680,60

a. Anggaran belanja setelah perubahan
b. Realisasi

Rp.Selisih Lebih / (Kurang)



fturpluA/fdrfiiiit)rcalisasi(3) Sclisih
R|».2IU> 1 H.143.386,34 dengan rim inn sebagai berikut:

drngan sclyviranggitrnn

.« Hurplus/ (ddisit ) nclrlah pcrubahan
b. Rcalisasi

Kp. 6.467.793.595,00
Kp. 35.085.936.981.34

Sclisih Lcbih / (Kurang) Rp. (28.618.143.386,34)

(4) Sclisih anggaran dengan rcalisasi pcncrimaan pembiayaan sejumlah
Kp.359.262.516,77 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pcncrimaan pembiayaan setelah Rp.
pcrubahan

b. Rcalisasi

21.913.747.113,00

21.554.484.596.23
359.262.516,77

Rp.
Selisih Lcbih / (Kurang)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.00,00
dengan rincian sebagai berikut:

Rp.

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp.
pcrubahan

b. Realisasi

28.381.540.708,00

Rp. 28.381.540.708,00
Rp. 00,00Selisih Lebih / (Kurang)

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.359.262.516,77
dengan rincian sebagai berikut:

setelah Rp. (6.467.793.595,00)a. Anggaran pembiayaan netto
pcrubahan

b. Realisasi Rp. 16.827.056.111.771
359.262.516,77Selisih Lebih / (Kurang)

Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun
2023 sebagai berikut:
1. Saldo Anggaran Lebih Awal
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Rp

Tahun Beijalan
3. Sub Total
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp

(SiLPA/SiKPA)
5. Sub Total
6. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp

Sebelumnya
7. Lain-lain
8. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Rp.

Rp 21.913.747.112,74
21.554.484.596,23

R p 359.262.516,51
28.258.880.869,57

R p 28.618.143.386,08
(359.262.516,51)

Rp
Rp. 28.258.880.869,57

Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember
Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Jumlah aset
b. Jumlah kewajiban
c. Jumlah ekuitas

2.566.894.912.765,95
223.358.095.639,28

2.343.536.817.126,67

Rp.
Rp.
Rp.



I < I|> MTIN srbugtiifmtMH illm il< mnl datum Pasal I aval ( I ) huruf d <\> hagai
N rtkut
.« iVmlapilRn Operational
lv Ihb.m Operati
V Iklwn Transfer

dutnloh Behan
Pos Luor Minna

r . Svirplun/ (l)cfini( ) Operational

Kp. 1.450.177.567.727,86
Kp. i . i 2r».H3.i /r »o
Rp. 135,006.091.398,00
Kp. 1.485.883.770.381,32

Kp. (35.706.202.653,46)

Kasai 7
Uraian laporan opcrasional scbngnimnnn dimnksud dalnm Kasai (» sebagai berikut:
( 1 ) Kcnaiknn pendapatan operational scnilai Kp.32.085.290.084,70 alau tebetar

2,31% dengan rincian sebagai berikut :
a . Kendapatan Opcrasionnl Tahun 2023
b. Kendapatan Operational Tahun 2022

Kenaikan/Penurunan
(2) Kenurunan beban opcrnsional scnilai Rp.1.218.505.510,08 atau tebesar (0,11)%

dengan rincian sebagai berikut:
a. Beban Operational Tahun 2023
b. Beban Opcrasional Tahun 2022

Kenaikan/Penurunan

1.450.177.507.727,80
1.417.492.277.043.10

Kp.
Kp.

32.085.290.084,70Kp.

1.125.833.959.258,50
1.127.052.404.709.18

(1.218.505.510,68)

(3) Penurunan Surplus/Dcfisit opcrasional scnilai Rp.490.239.681,86 atau sebesar
(1,39%) dengan rincian sebagai berikut:
a. Surplus/Defisit dari operasi 2023
b. Surplus/ Defisit dari operasi 2022

Kenaikan/Penurunan

Rp.
Rp.
Rp.

(35.706.202.053,46)
(35.215.962.971.601

(490.239.681,86)

Rp.
Rp.
Rp.

Pasal 8
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Dcsember Tahun 2023 sebagai berikut:
a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi

aset non-keuangan
d. Arus kas bersih dari aktivitas

pembiayaan
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
f. Koreksi saldo awal PFK BUD
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023

Pasal 9
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai
berikut:

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit - LO
3. Dampak

kebijakan/Kesalahan mendasar
4. Sisa Lcbih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SiLPA/SiKPA)
5. Koreksi Nilai Persediaan
6. Sclisih Rcvaluasi Tetap
7. Lain-lain
8. Flkuitas Akhir

Rp. 21.915.301.743,74
Rp. 191.697.212.030,34
Rp. (156.611.275.049,00)

Rp. (28.381.540.708,00)

Rp.

Rp. 28.264.464.345,57

Rp. 2.340.628.575.343,41
Rp. (35.706.202.653,46)

kumulatif perubahan Rp.

Rp.
Rp.
Rp. 38.614.444.436,72
Rp. 2.343.536.817.126,67



Pasal 10
Catalan alas laporan kcuangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos- pos laporan kcuangan.

Pasal 11
Pcrtanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tcrcantum dalam Lampiran Pcraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I
Lampiran 1.1

: Laporan Realisasi Anggaran (LRA terdiri atas:
: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
: Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok

dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
: Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

: Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan
dan sub kegiatan;

: Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
: Laporan operasional;
: Laporan perubahan ekuitas;
: Neraca;
: Laporan arus kas;
: Catatan atas laporan keuangan;
: Daftar rekapitulasi piutang daerah;
: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana

bergulir;
: Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah;
Daftar rekapitulasi realisasi penambahan danz
pengurangan aset tetap daerah;

: Daftar rekapitulasi aset tetap;
: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
: Daftar rekapitulasi aset lainnya;
: Daftar dana cadangan daerah;
: Daftar kewajiban jangka pendek;
: Daftar kewajiban jangka panjang;
: Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai

akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;

: Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan daerah terdiri atas:

: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;

: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4
I

2. Lampiran II
3. Lampiran III
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX
10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII
14. Lampiran XIV
15. Lampiran XV
16. Lampiran XVI
17. Lampiran XVII
18. Lampiran XVIII
19. Lampiran XIX

20. Lampiran XX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2



Pasal 12
Bupati mcnctnpkan Pcraturnn Uupnli Icnlang Pcnjabnrnn PcrtanggungjawnbanPrlaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023sebagai rincian lebih lanjut dari Pcrtanggungjawaban Pclaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten LampungUtars

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal ^ ^(/t
Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

IJ
2024

r
ASWARODI

jDiundangkan di Kotabumi
pada tanggal ^ AOJ^ p^S^KRETARIS DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

2024

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARATAHUN 2024 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG:6Z/ 'n> / y / LU(2oZy Tt̂ ^c 7^



BERTAMB AH / (BtRKT.TU.NC)ANILAH < Rp >
IRISAN FtM LRINTAH AN

DAtAAHKODE
ANGGARAN SETIUH

PtRllAHAN REAUSASI Rf %

5I 4432

(35 44*MOM AHT 01 •»0 002) CKO} 52 35JMJMM7JI BELAVJ A MODAL

B<taija Madal
Ptnliui 4JI Mru

AM7 41 0 00 0 £0 23£000 (35JNJM.N7JI 52 02 35.4MJNM

ENSfR f EMERINTARAN
t Ml M

»7.44I (95A795J24M)34.IWJIS.759M37.II4JI IJI3M

ALSATIAN BANCS A DAN
POLTT1K

»7.44Ml (f5A795J2AM.34.I 44JIS.759.N37.II 4JIIJUM

BAD AN KLSATl AN BANGSA
D AN POLTT1K

»7.44Ml SOMOOJOQOIJOQOB <95A7»5J24Jt )34.144JI5.75fM37.114J1 IJ43M

»7.44Ml 101 0 GO 0.00 01 X000 5 (»5A7»?.424M)3AIWJ15.75AM37.II 4J1 IJ83.MBELANJA D AER.AH

Ml 8 01 OCO 0 00 01 0X0 »7,7434.1WJ15.75AM37JOOJ2A753M (134.113-MAN)5.1 BELANJA OPERASI

Ml 8 01 00) 0.00 01.0X0 2.7J5J72J64J0 2.W7217JH.OO »4,715 1 01 (SA154.747JO)Btlaaja Pcga» ai

BcUajs Baraif daaMl 8 010 00 0.000100» IJ44.7MJ»7M 1.145.429J4AM5 1 02 4 I <4(7I5J54J57M)
Jau

Ml 8 01.0 00 0 0001 0000 5 I 05 J 2J71J4A6MM32-403J73.59AM »9.90Btlanja Hibah (32-5W.990.M)

Ml 8 01.0 00 0 00 01.00» 52 114.781,43AM A0QBELANJA MODAL (II4.781J30.M)

Btlanja Modal
Peralataa daa Mesia

Ml 8 01 0 00 0.00 01 0000 5 2 02 0,00(114.781.430.001114.781J30M

542.47SurpIgiDcfoit 4.447.79J.595M 35.085.934.981^4 2A0IAI 43J84.M
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: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNO UTARA
TAHUN 2024

: PERTANOOUNOJAWABAN PELAKSANAAN ANGOARAM PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN II
NOMOR
TENTANO

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

2023 2022URAIANNO

21.913.747.112,74 47.105.884.014.99Saldo Anggaran Lebih Awal1.
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Beijaian 21.554.484.596,23 47.082.872.091,992.

Sub Total (1 - 2) 359.262.516,51 23.011.923,003.
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (S1LPA/S1KPA) 28.258.880.869,57 21.913.747.112,744.

Sub Total (3 + 4) 28.618.143.386,08 21.936.759.035,745.
(359.262.516,51)6. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (23.011,923,00)

7. Lain Lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) 28.258.880.869,57 21.913.747.112,748.

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan laporan keuangan keselumhan

Pj. BUPATII / MPUNG UTARA,

K
ASWARODI
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rVHATVMA IHIKVM RAfelTATlJV IAMTV*) ITVAA
TAMVft Wi*rtHTAWXllfmklAVAAAM rUAIÛ I VKMAJU*(UN MUIM lUIftAH TAHVN WOttMUJI »21

lAMliRAN fV
HottiM
UXTANO

£
PEMERINTAH KADUPATEN LAMPUNQ UTARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TA1IUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

( Dalam Rupiah)

URAIAN 2023NO 2023

21 3 4
EKUITAS AWAL 2.205.772.287.458,032.340.628.575.343,411

SURPLUS / DEFISIT • LO (35.215.962.971,60)(35.706.202.653,46)2
Dampak Kumulattf Perubahan Kcbljakan / Ketalahan
Mendasar :

Korrksi Nilai Persediann 45.229.SOO.OO3

Selisih RevalunsI asct tetap (0.S7)4
170.027.021.057.S5Lain Lain 38.614.444.436.725

EKUITAS AKHIR (1+3+3+ -4 +5) 2.340.628.575.343,412.343.536.817.126,67

lihat CaMton aftis Lafvmn Keuangan yang merupakan Ixijjian i/nn;j tidak ttrpisahkan dan lapcmn kruangan secnra ktsthtnthan

Pj. BUFAT1 fcWIPUNQ UTARA.
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2023 2022N o Akun Union
R p R p

1 2 43 5
1 . 5 . 0 5 . 0 15 4 (1 933.293 305.00)AkumuUsi Amortiiail Aset Tak Benrujud (1 933 293.305.00-
1 5 . 0 6 . 0 155 126 012.509 966.32)Akumulaii Penyuautan A»el lainnya 15 962 116 047,32)

Dana Tran»fer Ttratury Degoait Fanbtv 1TDF) 3.004 4S3 000,00 3 278 357 098.00
56 87.205.849.391,28Jumlah Aict Laluin (49 a/d 55) 86.222.571.078,28
57 2.566.894.912.765.95JUMLAH ASET (23*35»44*47«56) 2.563.495.081.628,54
53 2 KEWAJIBAN
59 3. 1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
60 2 . 1 . 0 1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 5.583.476,00 1.554.631.00
61 2 . 1 . 0 2 Utang Bunga
62 2 . 1 . 0 4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pcndapatan Diterima Dimuka
31.405.317.136.00

63 2 . 1 . 0 5 1.051.161.871,57 936.43S.621.55
64 02.01.06 Utang Belanja 125.061.603.061,71 96.307.225.094.55
65 2 . 1 . 07 Utang Jangka Pendek Lainnva
66 Jumlah Kewijiban Jangka Pendek (60 e/d 65) 157.523.665.545,28 97.245.218.347.13
67 2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANO
68 2 . 2 . 0 1 Utang kcpada Pemerintah Pusat 2.239.999.999,00 4.479.999.999,00
69 2 . 2 . 0 2 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

70 2 . 2 . 0 3 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 121.141.237.939,0063.594.430.095,00
71 2 . 2 . 0 4 Utang kepada Masvarakat

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANO
(68».d 71)

72 125.621.287.938,0065.834.430.094,00

73 JUMLAH KEWAJIBAN (61*69) 222.866.506.285,13223.358.095.639,28
74 3 EKU1TAS

2.343.536.817,126,6775 3.1 2.340.62S.575.343.41Ekuitas
2.343.536.817.126,67 2.340.623.575.343,41JUMLAH EKUITAS (72)76

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (70*73) 2.566.894.912.765,95 2.563.495.031.623,5477
LDiat CaUitrm a»us Lcpomn Keuangan yang menipakan bagian yang tkiak terpusahkan dari Lifxxun keuangan secara keselumhan

Pj. BUPATI UMPUNG UTARA,

ASwARODI

427



NO URA1AN 3023 3033
Anai Kilun KM
lYmbrnlukan I'nna ('mlanguii
lYiulrhan ala « Tamil
lYtnlrlun ala* lYialatan dan Meiln
lYixdrltnn alai Uniting dan llangiiunn
lYixtlrliixn alai Jalau, lilgnil dan Jnilngnn
IYtx»lehan Anri Vrlaji lalnuva
lYivIrlian Airl Ijilnuyn
lYnxeitaan Modal lYmerinlah Unerah
IVngrhiaran lYntbelian Investnil Non rennanen

<5
4«
47
48 35 0.15 363 307.00

14.246.402 055,00
05 027 315.770,00
11.213 104.017,00

187.000 000,00

47 980.285 838,00
21762 012.78«,00

188 617,002 890,00
0 265.525.000,00

4«
50
M
52
M 3 562.600.000,00
54
55 JumUh Arui KM Keluar|45 »/d 64) 166.611.275.049,00 285,187.427.416,00

Arui KM Berilh ditl AktUltai Inveitnl Non Keuingin
144-651

56 (156.611.376.049,00) (286.187.427.416,00)
57 Arui KM ditl Aktlvltn Pendanun
58 Anti Mnuk KM
59 Pinjaman Dolani Negeri - Pemerintah Pusat
60 Pinjaman Dalam Nfgcri - Pemerintah Daerah Lainnya
61 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Dank
62 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Dukan Bank 121.141.287.939,00
63 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
64 Penerimaan kembali Pinjaman Daerah
65 JumUh Anti Maiuk Kai (59 i/d 64) 121,141,287.939,00
66 Anil Keluar KM
67 Pembayaran Pinjaman dan Pemerintah Pusat 1.120.000.000,00 760.677.257,00
68 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya
69 Pembayaran Pinjaman dari Lcmbaga Keuangan Bank

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan
Bank

70 6.908.016.789,0027.261.540.708,00

71 Pembayaran Pinjaman dari masyarakat (Obligasi Daerah)
72 Penerimaan kembali Pinjaman Daerah
73 JumUh Ann Kai Keluar (73 i/d 77) 28.381.540.708.00 7.668.694.046,00
74 Anil Kai Berilh dari AktUlta Pendanun (70-84) (28.381.540.708,00) 113.472.593.893,00
75 Ann Kai dari Aktivitai Tranaitorll
77 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 101.438.982.528,00 120.180.842.944,20
78 Penerimaan Koreksi
79 JumUh Ann Maauk Kai (88 l/d 89) 101.438.982.528,00 120.180.842.944,20
80 Arui Keluar Kaa
81 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK) 101.434.953.683,00 120.180.890.944,20
82 Pengeluaran Koreksi 4.044.965,00
83 101.434.953.683,00 120.184.935.909,20JumUh Arui Keluar Kai|92i/d 93)

84 Arui Kai Berilh dari Aktivital Traniltorii (90-94) 4.028.845,00 (4.092.965,00)

85 Kenaikan/Penurunan Kai (35+62+91+ 101) (25.173.217.944,25)6.708.425.118,34

Koreksi saldo awal Kas (23.011.923,00)86
47.111.531.610,99Saldo Awal Kai dl BUD , Kai dl Bendahara Pengeluaran

, kas dl JKN , kaa dl BLUD dan Kai dl BOS
21.915.301.743,7487

88
21.915.301.743,74Saldo Akhlr Kai (102+104+105) 28.623.726.862,0889

Terdiri dari:90
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah 16.839.236.628,7115.124.444.846,4591
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 86.550.397,0034.589.232,0092

212.744 .839,08Saldo Kas di BLUD 5.743.326.254,3393
4.221.659.687,65Saldo Kas di JKN94

555.110 .191,30Saldo Kas di BOS 195.857.674,7995
7.166.246.338,00Setara Kas Lainnya96

Saldo Akhir Kaa (108 i/d 112) 21.915.301.743,7428.264.464.345,5797
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidedc terpisahkan dari laporan keuangan keselu1
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% Lun Tirhidip
Kibupilin

Jumlih
Kilurihin/DuiKicamitin Lun Am(Hi)No

Kolabuinl Ulara 17.610 0.43% 8B
Kolobuml Splnlnn 3.82% 1410.42210
Abung Selalan 14.130 6.10% 1811
AbungSomull 3.65% 70.08812
Blambangan Pagar 77.02%19.13013

12Abung Timur 3.83%10.44714
0Abung Surakarta 11.051 4.05%15

113.29%Sungkal Solotan 0 00518
11Muara Sungkal 4.35%11.80017
114.81%12.570Bunga Mayang18

2.53% 10Sungkal Barat 6.89019
1.92% 95.220Sungkal Jaya20
4.68% 1512.75921 Sungkal Ulara
3.40% 109.203Hulu Sungkal22
4.09% 811.160Sungkal Tongah23
100.00 247272.563Total

Pj. BUPATI .AMPUNa UTARA,
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PERATURAN DAERAH KAHUPATEN LAMPUNQ UTARA
TAIIUN 2024

PERTANGGUNOJAWADAN PF.LAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN L1ELANJA DAERAH TAIIUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN VIII
NOMOR
TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

SALDO AKH1R
PIUTANG

PENGURANGAN
PIUTANG

PENAMDAHAN
PIUTANG

SALDO AWAL
PIUTANGSKPD JENIS PIUTANGNO

7«4+5.66542 31

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah

11.408.121.204,482.583.983.064,544.503.708.034,009.488.396.235,02Piutang Pajak1

Badan Pengelolaan Pajak dan Rctribusi
Daerah

252.594 .066,5094.631.645,00 735.563.665,00893.526.086,50Piutang Retribusi2

4.610.420.751,301.161.530.310,00 645.093.080,00Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 4.093.983.521,30Piutang Lain Lain PAD Yang Syah3
Piutang Transfer Pemerintah Daerah
LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset 51.455.174.955,00 81.027.772.261,00 51.455.174.955,00 81.027.772.261,004

Bagian Lancar Tagihan Penjualan
AngsuranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset 225.149.000,00 225.149.000,005

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 6.821.304.383,55Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 2.000.000,006 6.819.304383,55

72.977.534.181,37JUMLAH 86.787.642.250,00 55.421.814.764,54 104.343.361.666,83

Pj. BUPATl LAJIPUNG UTARA.
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN IX
NOMOR
TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

TAHUN ANGGARAN 2023

JUMLAH PIUTANG
BERSIHJUMLAH PENYISIHANNO JUMLAH PIUTANGJENIS PIUTANG

3.856.643.256,86 7.551.477.947,6211.408.121.204,481 Piutang Pajak
158.435.579,73 94.158.486,782 252.594 ,066,50Piutang Retribusi

3.308.417.425,364.610.420.751.303 1.302.003.325,94Piutang Lain Lain PAD Yang Syah
81.027.772.261,00 405.138.861,314 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 80.622.633.399,70

225.149 .000,005 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

225.149 .000,00
6 6.819.304.383,55 6.819.304.383,55

104.343.361,666,83JUMLAH 14.773.088.506,80 89.570.273.160,03

Pj. BUPATI LA 4PUNG UTARA.

ASU, ARODI
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: PERATURAN DAERAH KADUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024

PERTANGGUNGJAWADAN PELAKSANAAN ANOGARAN PENDAI'ATAN
DAN DELANJA DAERAH TAHUN ANGOARAN 2023

LAMPIRAN X
NOMOR
TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

TAHUN ANGGARAN 2023

JUMLAH PENYISIHAN
DANA BERGULIR

JUMLAH PIUTANG
BERSIH

JUMLAH DANA
BERGULIRNO SKPD

DINAS SOSIAL1 488.841 .000,00 488.841.000,00
DINAS PERTANIAN2 1.961 ,430.000,00 1.961 .430.000,00

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN3 36.250 .000,0036.250 .000,00
DINAS PERTANIAN 193.420 .000,004 193.420 .000,00
DINAS PERIKANAN5 87.570 .000,0087.570 .000,00
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 12.498.000,006 12.498 .000,00

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN7 383.654 .500,00 383.654 .500,00

J u m 1 a h 3.163.663.500,00 3.163.663.500,00

P). BUPATI LAMPUNG UTARA.

P
ASIA \RODI
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PERATURAN DAERAH KABLTA7EN LAVPVNG ITTASA
TAHITI 2C24

PERTANGGUNGJAWAHAN PELAXSAN AAN ANGGARAN PDOAP4TAN
DAN BELANJA DAERAH TAMUW ANGGARAN 2C23

LAMPIRAN XI
NOMOR
TENTANO

KABUPATTJV LAMFLTVQ C7ARA
DAJTAR FEIfTERTAAN MODAL (DfVtSTASI) FEMERIRTAH DAXRAH

TAHUlf ANGGARAN 3023

JUMLAH S2A
MODAL TANG
DISERTAJCAN

SAM?Ai DENGAN
T* MI *N rVI

JUMLAH MODAL
YANGTELAH
DISERTAJCAN

SAMPAJ DENGAN
•rMT> T* ”̂N TVT

JUMLAH MODAL
YANG THAW
DISERTAKAN

SAMPAJ DENGAN
T* wn *N

JUMLAH MODAL
TANG OrTOCMA
kTlffUU TAMUN

HASH
PENYERTAAN

MODAL DAERAH
TAHUN INI

TAHITI
PENTTRYAAN

MODAL

SISA MODAL YANG
BELUM

DISERTAKAN (RP)

PENYERTAAAN
MODAL

TAHITI INI

BENTVK PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH

DAERAH

JUMLAH
PENYERTAAN

MODAL DAERAH

KAMA BAD AN /
LEMBAGA/ PTUAK KETIGA

DASAR HUTLlf
PENYERTAAN

NO
Da

1 u» u122 9- 7 * 4 10 - W9 1 I7 A3 A 64

72 I 35 *50 OOC 0037 135 9A0 000.00 (14 567 600 000 00 5 6SO 9*7 |S4,y»I 7000 PT HANK LAW PANG 7 573 350 000 77 I 35 950 000,00Pnrlt N<wry»T ? T«huf > 70 I 1 EVnvTrtaan Modal Uirg
44 465 S-36 462 4«. (MU WO 006 14 (*9 SA4 6CO 006 1 4 4 GO 127 661 QO ( 3 3*1 196 S30.6A7011 5 500 OTO 000 4S rvu >.*•! r.*, ) 4P D H P R STAR!.AH KnTABl' MI ivr»u S<wn 2 TaNgn ?01 I FVr- y-f^in MorlaJ L> 4-«

3 3 014 W »4 15.1 95 3 0 iA bO4 1SI .957007 3 014 V*4 151,95 5*1395 444 05PD LAVPT RA NLAGA 3 600 000 000iTria Norrxy 2 Tab'an 2011 PmgNM M «TdaJ UjM
4 2006 PDAM WAY PL Ml 6 550 322 362 6550 372 362 00H^mr 2 TaNun 7011 Pwvwain Modal U«ng

73 670 35Q 6AA 81

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWlRODI
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xo FESGTRASGAS 5A1TO UHBSEFD FniMBAHA5SALDO A7AL I
S8 IXSAS FEMAD.AJI SE2AXA3AS* DAS PESYEXAMA7AS UCOXX 11-tQ -̂ 2-OCC 00 1
59 1 ECSAS SWEEP.DAY A AlAiL EEiA MARGA DAN E2NA EOXSTRUaS 3 5::;~: ; 2^53 *::*5~T25 y ;2.55702: i?70262>!|
60 (COCAS PSg.~XAK.Ot EATASAN POTJOWi.CT?7A EASYA EAS TATA RL'ANG 95-:T6-XeX I S3.55-A-?9 —63«2 665.CTT.S3 I
61 IDOIAS PE5Q.AG.mGAX DAS PEESSI'SIE.W 3C-331.5c7.2C I 69 929 MOSTG.O!.537.0!|69.555.'a a

”5i7.:5C.X5 «62 lESNAS BDPEHAS.USAKA KZC2.HEXESGAH DAS'TEX.AGA EE8JA :so-!Q6.!3? X i1 I .712.356.!!7.59|
63 13AE.AN rENC-EEOLA KELANG.AN DAS'.ASET DAERAH 2505327= 25.0= j50i.7T3272.2C I25 50? 2570230= |
6A I RADAS PESDA.~A7.AS DAERAH 5.726.532.502.00 I

E2DAY.AAN KASYARAKAT CESA DAS' TRANSICGRASI 3.3=9 6C7.C02.C3 I
JUltLAH 4.755.A34.06S2329O9 3061.301.=53.026.92
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LAM PIRAN XIII PERATURAN DAERAH KADUPATEN LAMPUNC UTARA
TAlll/N 2024

PERTANGGUNGJAW’ABAN PELAICSANAAN ANGGARAN PEJTDAPATAN
DAN DELANJA DAERAH TAMUN ANGGARAN 2023

NOMOR
TENTANG

KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Nilai Aset Tetap per 31
Desember 2023

Nilai Aset Tetap per 31
Desember 2022

MutasiNo Uraian Tambah Kurang
301.841.994.161,611 Tanah 301.841.994.161,61
705.883.607.018.452 Peralatan dan Mesin 695.434.000.534,39 37.943.474.783,06 27.493.868.299.00

3 1.127.006.541.963.68Gcdung dan Bangunan 1.109.018.967.151,69 5.150.421.850,0023.137.996.661,99
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2.653.322.904.869.312.542.647.699.708,65 124.905.792.760,66 14.230.587.600,00
5 Aset Tetap Lainnya 129.943.962.786.46101.300.309.453,45 29.039.043.333,01 395.390.000,00

Konstruksi Dalam6 1.943.972.386,50 3.714.220.065,34 3.420.849.640,665.191.097.319,50Penqerjaan
Jumlah 4.755.434.068.329,29 216.970.279.925,22 4.921.419.860.440,1750.984.487.814,34

(
Pj BUPATI LAI IFUNG UTARA.
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HaUtl
Saida AwtlSKTD Silda AfchlrSo Tarnbah Kurang

ItO 406 439.00r:\AS ROPERAS:. DSAHA KECII MENENGAH DAN TEWGA RERJ A t 63 406 439.0062
33:6a pop 309,69to > 5.AT AN riNOELC’-A RTVANOAN PAN ASET DAERAH 33 2 f>3 QQQ 209,69

311683 000.00 311 t>83 000 00c-i FAT VS FEN:? AT AT AN CAE RAH

65 PIN AS rEMEERD AYAAN UAS\ ARARAT DESK DAN TRANSV.1GRASJ 10 992 000.00 10 992.000.00

JTMLAH 90.839.623.333,60 S4.520.863.527,03 63.213.317.197,03 113.147.169.662,60

P) BVP.ATI
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LAMP3IAJ1 XVI FCRATURAJf DAXSAH EAS5.T\ISHlAMlM* UV4RA
TAHUK

pmUWCONCJAVABAH PtLAJ3A.1A.OI VC*GARAJi P?>CAWTVI
CAS ET1AXJA CATXAH TAHVH ASGGARAS 2C23

SCMOR
7TXVIG

s
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

SISA DANA
YANG BELUM

D1CADANGKAN

TUJUAN
PEMBENTUKAN

DANA CADANGAN

TRANSFER
DARI HAS
DAERAH

DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN

DANA CADANGAN

JUMLAH DANA
CADANGAN YANG
DIRENCANAKAN

SALDO
AKHIR

TRANSFER KE
HAS DAERAH

SALDO
AWALNO

981 S 6 72 3 4

NIHIL

P) BUPATI LAMPUNG UTARA.

ASW
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LAMPIKAN XVII ; PLRATURAN DAKRAII KAIItTATI.N LAMI'UNO UTARA
NOMOR
TTNTANO

TAIIUN 202«
PE RTANQQU NOJAWARAN PELAKSANAAN ANOOARAN PENDAPATAN
DAN DICLANJA DAERAM TAIIUN ANOOARAN 202.1

KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

TAHUN ANGGARAN 2023

MUTASISALDO AWALNo SALDO AKHIRURAIAN TAMBAH KURANG
3 64 51 2

Utang Perhitungan Pihak Ketiga
(PFK) 1.554 .631,001 5.583.476,005.583.476,00 1.554.631,00

1.051.161.871.57Pendapatan Diterima Dimuka 1.051 .161.871.57 936.438.621,55936.438.621.552
Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang 0,003 31.405.317.136,00 31.405.317.136,00

85.999.118.277,13 60.597 .316.732,4999.659 .801.517.07Utang Belanja 125.061 .603.061,714
118.461.180.760,70 61.535.309.985,04100.597.794.769,62JUMLAH 157.523.665,545,28

Pj BUPATl t\ rtPUNG UTARA,

J

ASV^RODI
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LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KADUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR
TENTANG

KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

PER 31 DESEMBER 2023

MUTASI SALDO AKHIRSALDO AWALNo URAIAN TAMBAH KURANG
631 542

Kewajiban Kepada Lembaga Keuangan
Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
(Kementrian Keuangan)

2.239.999.999,004.479.999.999,00 0,00 2.240 .000.000,001

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-
BUMN-Jangka Menengah (PT. PT. Sarana
Multi Infrastruktur (Persero) )

63.594.430.095,00121.141 .287.939,002 0,00 57.546.857.844,00

125.621.287.938,00 65.334.430.094,00Jumlah 0,00 59.786.857.844,00

Pj. BUPATI LUBPUNG. UTARA,TIS

AS' :ODI
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PERATURAN DAE RAH KADUPATEN LAM PL NO LTARA
TAIIUN 2024

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGAAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAE RAH TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPI RAN XX I
NOMOR
TENTANG

PEMERINTAH KADUPATEN LAMPUNO UTARA
1KlfTtSAR LAPORAN KEUANOAN ( NERACA ) BADAN USAHA MOJK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN TANQ BERAKH1R SAMPAJ DENGAN 31 DECEMBER 2033 DAN 2022

%«r -VTT PiniMl kaaajihafi Ja T«MITotal Aar .Aart TMak L «« Total Kra^itanAart Lomatvo
H

.9< •I l « 4- 10 1 J 14A 9 1959

rr ora
9B.71 I? 300 000 OOO OO39 3J9 JOS IU 007 90S 749 590.00 197 »22 579 326.00 109 590 955 S45.00 1*2-773.19*.793,00 13 925 000 QUO.00 90*0 127 6*1.00 19 55* 270 *90.00 7 507 90**09 00••74 421 750.00 57 M2 745 199 00107 032 *07 *?* 00I

(FtiatiaOal Tit
2035

AFBPFT BF«
4 15*504 144.00 1*4 999 479 059.00 I I 935 000 000.007 513 >93777.00 *0 9*5 555 270.00 101 3*6 292 230.00 1*2 379 797 500.00 I 000 000 000.00 9 330 792 079.00 7 053 350 359.00 33 7*5.077 351.0012 997 01*023.00 99.M II 3O0 47Q 000 oo2 103300 9*0 770.000(6*1

IB TV 7.
jn;3 2000

Total Saiurufc 7 091 5MT39 00 393 527 399 095.00 354 503*19 350.00I 10 *9*390 977 00 305 »5« 693 773.00 39 050 000 000 00 I 000 000 000.00 73 104 3*2 50* 0014 107 *63 507 00 0510 669 790.00 n 5 i 9 ora 713.00 13 660 165 1 )0 00T7|255*90 196.00 39 OOO 970 000 00

Pj. BUPATI LA.MPUNG UTARA,

ASWARODI
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LAMIMKAN XX 2 PEKATUKAN DAIiRAII KAUUPATEN LAMPUNG UTAKA
TAIIUN 201/4

PERTANGGUNGJAWAflAN PELAK3ANAAN ANGOA KAN PENDAPATAN
DAN nP.LANJA DAF.RAil TAIIUN ANGGARAN 2023

NOMOR
TENTANO

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/ RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPA1 DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Laba (Rugi) Scbclum
Pajak

Pcndapatan di
Luar Usaha

BUMD/Perusahaan
Daerah Tahun

Bcban di Luar
UsahaBcbanPcndapatan Laba (Rugi) KotorNo. Sumbcr a) Status b)

65 103 4 7 81 2 9
APBD
Pemda
Lampung
Utara
Tahun
2008

PT BPRS Kotabumi
Pcrscroda ( 2022)

36.288.224.910,00 26.605.192.085,00 9.683.032.825,00Schat 12.562.419.357,00 546.439.160,00 351.166.472.001

36.288.224910,00 26.605.192.085,00 9.683.032.825,0012.562.419.357,00Sub Total (1) 351.166.472,00
APBD
Pemda
Lampung
Utara
Tahun
2008

PT BPRS Kotabumi
Pcrscroda ( 2023)

9.618.564.613,0034.922.145.631,00 25.303.581.018,00 10.768.134.013,00 331.703.971,00Schat 339.502.590,002

9.618.564613,0034.922.145.631,00 10.768.134.013,0025.303.581.018,00 331.703.971,00Sub Total (1) 339.502.590,00
Total Selumh Bidang 19.301.597.438,0071.210.370.541,00 51.908.773.103,00 23.330.553.370,00 690.669.062,00331.703.971,00

rlPUNG UTARA,Pj. BUPATI

ASWARODI
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